
 

 

 
 

PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 

  NOMOR  5 TAHUN  2013                     

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG  PEMBENTUKAN ORGANISASI  

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BINTAN, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30  ayat 1 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 

8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Bintan sehingga perlu direvisi;   

b. bahwa untuk efektifitas penyelenggaraan pengawasan 

urusan Pemerintahan Daerah  perlu dilakukan 

penyederhanaan struktur pada Inspektorat Daerah; 

c.  bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis  Daerah 

Kabupaten Bintan. 

 

Mengingat    :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

 2. Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1956   tentang 

Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3896);  

 

 

3. Undang.... 

 

 



 

      3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik indonesia Nomor 3890) 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006  tentang  

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi 

Kabupaten Bintan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4605); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  tentang  

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah 

Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                       

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007  tentang  

Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 57 Tahun 2007  

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 

9.Peraturan.... 

 

 

 



 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  8 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan 

Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 9 )  

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN    PERWAKILAN    RAKYAT    DAERAH  

KABUPATEN  BINTAN  

dan  

BUPATI BINTAN 

 

MEMUTUSKAN: 
 
       

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 

2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA  

TEKNIS   DAERAH KABUPATEN BINTAN.                                     

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bintan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 

2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut ; 
 

 

1.Ketentuan...... 

 

 

 

 

 



 

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut  

 

Pasal 17 
 

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan 

pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 

pemerintahan desa serta memberikan dukungan kepada 

Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan 

daerah dibidang Pengawasan; 

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :  

a. Perencanaan program pengawasan; 

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang 

Pengawasan;  

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian 

tugas pengawasan. 

d. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Pengawasan; 

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

  

2.  Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 18 

(1) Inspektorat, terdiri dari : 

a. Inspektur; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Penyusunan Program; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Inspektur Pembantu Wilayah I; 

d. Inspektur Pembantu Wilayah II; 

e. Inspektur Pembantu Wilayah III; 

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; terdiri dari 

1).Auditor.... 

 

 

 



 

 1). Auditor 

2). Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah 

 

(2) Struktur perubahan Organisasi Inspektorat 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bintan. 

 
 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan 
                                                        pada tanggal     21 Agustus 2013  

 
BUPATI BINTAN 

 
 d.t.o 

 

 
ANSAR AHMAD 

Diundangkan di Bandar Seri Bentan 
pada tanggal    21 Agustus 2013     
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BINTAN 

 

d.to 
 

L A M I D I 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 5 

 
Disalin Sesuai Dengan Aslinya 

       Kepala Bagian hukum 
     Setda Kabupaten Bintan 
 

                    d.t.o 
 
            II SANTO, SH 

           PEMBINA TK.I 
NIP.19661026 199703 1 003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 

NOMOR 5  TAHUN  2013 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 

NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG  PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA 

TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN 

 

I. UMUM 

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati 

dibantu oleh perangkat daerah yang salah satunya terdiri dari unsur 

pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat yang diatur dalam 

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah menyatakan bahwa pembentukan organisasi 

Inspektorat daerah.  

Inspektorat Daerah dibentuk dalam rangka tertib dan optimalisasi 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik, saat ini Kabupaten Bintan telah 

memiliki tenaga fungsional Auditor, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, dimana mengatur Apabila jabatan fungsional pengawas 

pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, 

maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus, sehingga 

dengan demikian perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2008 Tentang  Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Bintan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

  Cukup jelas 

Pasal II 

  Cukup jelas 
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